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Abstract. The inheritance dispute within Eka Tjipta Widjaja's family reveals fundamental challenges in the 
application of inheritance law in Indonesia, particularly concerning equity in asset distribution and the 
recognition of inheritance rights for children born out of wedlock. Freddy Widjaja, as an illegitimate child, 
received a significantly smaller portion compared to other heirs, raising issues of inequality in inheritance 
distribution. Additionally, the validity of the 2008 will has been questioned due to its lack of detailed asset 
allocation, impacting legal certainty and increasing the potential for disputes among heirs. This study 
analyzes the implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which grants civil rights 
to children born out of wedlock, and highlights the need for legal reform to ensure more equitable 
protection for all heirs. Recommendations include drafting wills with greater transparency and fairness 
and promoting equitable asset distribution in large family estates to prevent future disputes. 
 
Keywords: inheritance dispute, inheritance law, illegitimate child, equity, will, Constitutional Court 
Decision No. 46/PUU-VIII/2010, conglomerate family 
 
Abstrak. Kasus sengketa warisan keluarga Eka Tjipta Widjaja mengungkap tantangan mendasar dalam 
penerapan hukum waris di Indonesia, terutama terkait keadilan dalam pembagian aset dan pengakuan hak 
anak luar nikah. Freddy Widjaja, sebagai anak di luar pernikahan resmi, menerima bagian yang jauh lebih 
kecil dibandingkan ahli waris lainnya, memicu persoalan tentang ketimpangan distribusi warisan. Selain 
itu, keabsahan surat wasiat yang dibuat pada 2008 dipertanyakan karena kurangnya rincian aset, yang 
berdampak pada kepastian hukum dan potensi sengketa di antara para ahli waris. Studi ini menganalisis 
implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan hak keperdataan bagi 
anak luar nikah, serta menyoroti kebutuhan akan reformasi hukum untuk memastikan perlindungan yang 
lebih setara bagi seluruh ahli waris. Rekomendasi mencakup penyusunan surat wasiat yang lebih transparan 
dan adil serta pentingnya pembagian aset yang berkeadilan dalam keluarga konglomerat guna menghindari 
sengketa di masa depan.  
 
Kata Kunci: sengketa waris, hukum waris, anak luar nikah, keadilan, surat wasiat, Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010, keluarga konglomerat 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Di Indonesia, sengketa warisan dalam keluarga konglomerat besar sering kali 

mengundang perhatian publik dan menjadi sorotan dalam kajian hukum. Salah satu 

contoh yang menonjol adalah sengketa dalam keluarga Eka Tjipta Widjaja, pendiri 

Sinarmas Group, yang mencuat akibat perselisihan antar-ahli waris. Kasus ini 

mengangkat berbagai persoalan hukum terkait hak waris, keabsahan surat wasiat, dan 

status hukum anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia, yang belum sepenuhnya 

akomodatif terhadap kondisi keluarga modern yang kompleks (detikFinance, 2022) 

Studi kasus ini penting karena membuka diskusi tentang bagaimana sistem hukum 

Indonesia, khususnya hukum waris yang berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), menghadapi tantangan dari kasus-kasus modern. KUHPerdata 

mewarisi pendekatan konvensional, di mana hak waris diatur dengan mempertimbangkan 

status pernikahan orang tua, sehingga anak di luar nikah sering kali menghadapi kendala 

dalam memperoleh haknya. Dalam kasus ini, Freddy Widjaja, anak di luar nikah Eka 

Tjipta, mengajukan gugatan atas ketidakadilan dalam pembagian warisan yang 

menurutnya lebih berpihak pada ahli waris lainnya (Katadata, 2020). 

Isu ini relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia, terutama setelah 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan 

bahwa anak di luar nikah berhak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya 

(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). Meskipun putusan ini seolah memberi 

hak kepada anak di luar nikah untuk memperoleh warisan, realisasinya dalam praktik 

masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam kasus warisan dengan nilai yang 

sangat besar. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam diskusi akademis 

dan yuridis mengenai hak-hak anak di luar nikah dan keadilan dalam hukum waris 

Indonesia. 

Rumusan Masalah 

Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting terkait keadilan dan penerapan hukum 

waris. Terdapat beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, 

bagaimana proses pembuktian dilakukan dalam sengketa hukum waris ini, mengingat 

kompleksitas bukti yang melibatkan status hubungan keluarga dan kepemilikan aset. 

Kedua, apa saja masalah hukum atau ketidaksesuaian yang muncul selama proses 



PEMBUKTIAN KASUS HUKUM WARIS DALAM SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN EKA TJIPTA 
WIDJAJA: STUDI KASUS PUTUSAN NO.301/PDT.G/2020/PN JKT.PST 

 

 
 

386        JINU - VOLUME 1, NO. 6, November  2024 

pembagian warisan, terutama menyangkut ketidakjelasan dan ketidaksamaan dalam nilai 

warisan yang diterima oleh ahli waris yang berbeda. Ketiga, bagaimana pengaruh status 

hukum Freddy Widjaja sebagai anak di luar nikah dalam konteks hukum waris Indonesia, 

serta sejauh mana ketentuan dalam KUHPerdata maupun yurisprudensi dapat 

mengakomodasi hak waris anak di luar nikah secara adil. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah tiga hal utama. 

Pertama, menganalisis proses pembuktian dalam sengketa waris keluarga Eka Tjipta 

Widjaja, termasuk bagaimana bukti-bukti yang relevan disusun dan digunakan dalam 

proses pengadilan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

prosedur pembuktian dalam sengketa waris di pengadilan Indonesia, terutama ketika 

melibatkan kasus yang kompleks dengan banyak ahli waris dan nilai aset yang besar. 

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang 

muncul dalam proses pembagian warisan. Banyak sengketa waris, terutama dalam 

keluarga besar, dipengaruhi oleh ketidaksesuaian dalam penerapan hukum yang 

disebabkan oleh keragaman tafsir atas pasal-pasal KUHPerdata yang digunakan dalam 

persidangan. Analisis ini akan memperjelas kesenjangan yang ada antara peraturan 

tertulis dan praktik hukum yang diterapkan dalam proses pembagian aset keluarga. 

Ketiga, penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi implikasi status hukum Freddy 

Widjaja sebagai anak di luar nikah terhadap hak warisnya. Di Indonesia, hukum waris 

masih cenderung menempatkan anak di luar nikah dalam posisi yang lemah dalam hal 

hak-haknya atas warisan orang tua, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan mengenai perlindungan hak waris bagi anak di luar nikah dan kesesuaian hukum 

Indonesia dengan prinsip keadilan universal. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode yuridis 

normatif. Studi kasus dipilih untuk mengkaji secara mendalam tentang sengketa waris 

dalam keluarga Eka Tjipta Widjaja, dengan fokus pada Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PN 

Jkt.Pst. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis 

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku dalam hukum waris 

Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis peraturan-peraturan yang 

relevan dalam KUHPerdata, termasuk Pasal 874 tentang hak waris, Pasal 875 tentang 
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distribusi aset, dan Pasal 913 yang mengatur hak anak di luar nikah. Selain itu, putusan 

pengadilan terkait dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 akan 

ditelaah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi peraturan ini sesuai dengan 

prinsip keadilan dalam pembagian waris (M. Rahayu, 2021). 

TINJAUAN PUSTAKA 
Hukum Waris di Indonesia dan Konsep Ahli Waris 

Hukum waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) untuk warga negara non-Muslim (Hukumonline, 2022a). Secara umum, 

hukum waris memberikan pedoman mengenai hak ahli waris, kategori warisan, dan 

proses distribusi harta peninggalan yang berfokus pada garis keturunan dan hubungan 

keluarga. Dalam hal ini, prinsip dasar hukum waris bertujuan memastikan bahwa aset 

pewaris dialihkan secara adil dan sesuai dengan kehendak hukum yang berlaku. Salah 

satu asas yang mendasar adalah hak mutlak yang diberikan kepada ahli waris sah, yaitu 

mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris, 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 874 KUHPerdata (Sutjipto, 2020). 

Pasal 874 KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris memiliki hak atas seluruh 

harta warisan pewaris, dengan asumsi bahwa hubungan ahli waris tersebut dengan 

pewaris telah memenuhi syarat keabsahan dalam hukum. Selain itu, Pasal 875 

menjelaskan bahwa ahli waris berhak mewarisi seluruh harta benda atau bagian tertentu 

sesuai dengan perintah atau wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Pasal ini menegaskan 

bahwa wasiat harus memenuhi syarat formal dan substansial yang sah menurut hukum 

Indonesia. Akan tetapi, konflik sering kali timbul ketika terdapat perselisihan mengenai 

keabsahan ahli waris, terutama yang menyangkut anak-anak dari luar nikah atau 

ketidakjelasan dalam distribusi aset (Rahayu, 2019). 

Pasal 913 KUHPerdata membahas posisi anak di luar nikah dalam warisan 

keluarga. Hukum waris Indonesia secara tradisional membatasi hak anak di luar nikah 

atas harta warisan, sehingga mereka hanya berhak atas bagian tertentu dari harta orang 

tua jika mereka secara sah diakui oleh sang pewaris. Dengan demikian, hukum waris 

Indonesia memberikan batasan yang signifikan bagi anak luar nikah dalam mendapatkan 

hak mereka atas harta warisan, yang mana hal ini sering memicu kontroversi dan sengketa 

hukum. Status dan hak anak di luar nikah menjadi isu utama dalam berbagai kasus waris 

di kalangan keluarga besar dan konglomerat, karena peraturan hukum tersebut 

menimbulkan ketidaksetaraan hak di antara para ahli waris (Pramana & Utami, 2023). 
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Legitimasi Anak Luar Nikah dalam Hukum Indonesia 

Status anak di luar nikah dalam konteks hukum waris Indonesia mengalami 

perkembangan yang signifikan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar nikah berhak atas 

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga anak-anak ini tidak 

sepenuhnya diabaikan dalam hak keperdataan, termasuk dalam klaim waris. Sebelum 

adanya putusan tersebut, anak luar nikah hanya memiliki hak keperdataan penuh dengan 

ibu mereka dan bukan dengan ayahnya. Putusan ini kemudian menjadi landasan bagi 

banyak sengketa waris di Indonesia yang melibatkan anak di luar nikah (Prabowo, 2012). 

Namun, implementasi putusan ini dalam praktik hukum sering kali menghadapi 

kendala, terutama dalam kalangan masyarakat konservatif. Dalam kasus-kasus tertentu, 

hak anak luar nikah tetap dipertanyakan, khususnya dalam keluarga dengan harta yang 

signifikan, di mana isu-isu moral, sosial, dan hukum saling bertumpang tindih. Meskipun 

Putusan MK memberikan ruang bagi anak luar nikah untuk mengklaim hak keperdataan, 

status hukum mereka tetap terhambat oleh persepsi sosial dan resistensi keluarga terhadap 

penegakan hak-hak anak luar nikah dalam praktik (Aminah, 2017). 

Studi Kasus Terkait Sengketa Waris di Indonesia 

Berbagai sengketa waris di Indonesia telah menyoroti masalah-masalah mendasar 

dalam hukum waris, terutama ketika menyangkut anak luar nikah. Studi kasus dalam 

keluarga-keluarga besar di Indonesia menunjukkan bahwa isu waris sering kali menjadi 

lebih rumit karena adanya konflik antar ahli waris yang melibatkan perbedaan hak 

menurut status hukum mereka. Misalnya, dalam kasus keluarga konglomerat, distribusi 

warisan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai interpretasi hukum yang terkait 

dengan anak luar nikah dan ketentuan wasiat. Dalam kasus-kasus ini, pengadilan 

memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan penerapan hukum dengan prinsip 

keadilan, terutama ketika ada pertentangan antara hak formal dan kehendak moral 

keluarga (Mira, 2024). 

Dalam konteks keluarga besar, kasus sengketa waris sering kali membutuhkan 

pendekatan yuridis yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pengadilan harus 

mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang melingkupi keluarga tersebut, dan 

sering kali mengacu pada preseden hukum sebelumnya untuk menyelesaikan perselisihan 

yang rumit. Meskipun hukum waris di Indonesia memiliki aturan yang tegas, namun 
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kompleksitas dalam kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan 

substantif perlu diterapkan guna mencapai solusi yang lebih menyeluruh dan adil bagi 

semua pihak yang terlibat (Zulkarnain, 2018). 

GAMBARAN KASUS (CASE OVERVIEW) 

Latar Belakang Kasus dan Pihak yang Terlibat 

Kasus sengketa waris dalam keluarga Eka Tjipta Widjaja, pendiri konglomerat 

Sinarmas Group, telah menjadi isu penting yang menarik perhatian di Indonesia. Eka 

Tjipta Widjaja, yang lahir pada tahun 1921 dan tumbuh dalam kesulitan ekonomi, 

kemudian berhasil membangun Sinarmas Group menjadi salah satu grup usaha terbesar 

di Indonesia, yang beroperasi di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, hingga 

perbankan (Pradita et al., 2019). Hingga saat kematiannya pada tahun 2019, kekayaan 

besar yang ia tinggalkan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berperan sebagai 

simbol warisan keluarga yang kompleks, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam 

pembagiannya. 

Freddy Widjaja, salah satu anak Eka Tjipta Widjaja yang lahir di luar pernikahan 

resmi, menjadi figur utama dalam sengketa ini. Freddy mengklaim bahwa pembagian 

warisan yang diberikan kepadanya tidak adil dibandingkan dengan ahli waris lainnya 

yang mendapatkan porsi aset yang jauh lebih besar. Selain Freddy, beberapa ahli waris 

lainnya dari keluarga inti turut terlibat dalam sengketa ini, memperkuat dimensi konflik 

internal dalam keluarga Widjaja. Perbedaan status hukum Freddy sebagai anak di luar 

nikah menjadi aspek yang dipermasalahkan dalam kasus ini dan membawa perhatian pada 

hak-hak anak luar nikah dalam hukum waris Indonesia, yang hingga kini masih 

menimbulkan kontroversi. 

Kronologi Kasus 

Kronologi kasus ini mencakup serangkaian peristiwa yang dimulai setelah 

wafatnya Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2019. Proses pembagian warisan dilakukan 

berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Eka Tjipta pada tahun 2008, yang memberikan 

sejumlah aset kepada para ahli waris. Akan tetapi, Freddy Widjaja menyatakan bahwa ia 

hanya menerima bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Pada 

tahun 2020, Freddy mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 

nomor perkara 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, menuntut bagian waris yang lebih adil dan 
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mempersoalkan keabsahan surat wasiat yang menjadi dasar pembagian warisan tersebut 

(Kompas, 2020). 

Freddy menuduh bahwa pembagian yang dilakukan melalui surat wasiat tersebut 

tidak merinci seluruh aset yang dimiliki Eka Tjipta. Klaim ini didasarkan pada argumen 

bahwa surat wasiat seharusnya menguraikan secara spesifik aset-aset yang akan 

diwariskan, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam distribusi. 

Persoalan ini semakin kompleks karena di satu sisi, ahli waris lain yang berstatus anak 

sah memiliki hak waris penuh menurut KUHPerdata, sedangkan Freddy, sebagai anak di 

luar nikah, harus berjuang untuk membuktikan bahwa ia berhak atas bagian waris yang 

layak (Times, 2024). 

Masalah Hukum yang Diajukan Freddy Widjaja 

Gugatan hukum yang diajukan oleh Freddy Widjaja didasarkan pada beberapa 

poin penting. Pertama, Freddy menuntut keadilan dalam pembagian warisan. 

Menurutnya, pembagian aset yang ia terima tidak seimbang dengan nilai keseluruhan 

harta yang diwariskan, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Freddy menilai bahwa 

ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, 

sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 874 dan Pasal 913 (Kontan, 2020).  

Kedua, Freddy mempersoalkan keabsahan surat wasiat yang digunakan sebagai 

dasar pembagian warisan. Ia berpendapat bahwa surat wasiat tersebut tidak merinci secara 

detail aset yang diwariskan dan hanya memberikan petunjuk umum tentang distribusi 

harta. Kurangnya rincian ini menimbulkan kesulitan dalam memahami kehendak pewaris 

secara utuh. Freddy berargumen bahwa kekurangan ini melanggar asas kepastian hukum 

yang seharusnya diakomodasi oleh KUHPerdata, terutama dalam hal warisan yang 

bernilai tinggi. 

Selain itu, status Freddy sebagai anak di luar nikah menjadi isu yang mendasar 

dalam sengketa ini. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

mengakui hak anak luar nikah untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah 

biologisnya, realisasi hak ini dalam praktik tetap menimbulkan tantangan hukum. Freddy 

harus berhadapan dengan norma sosial dan hukum yang masih membatasi hak anak di 

luar nikah, terutama dalam keluarga besar dengan aset yang besar seperti Sinarmas Group 

(Hukumonline, 2020). Kasus ini mencerminkan bahwa meskipun secara hukum Freddy 



PEMBUKTIAN KASUS HUKUM WARIS DALAM SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN EKA TJIPTA 
WIDJAJA: STUDI KASUS PUTUSAN NO.301/PDT.G/2020/PN JKT.PST 

 
 

391        JINU - VOLUME 1, NO. 6, November  2024 

memiliki hak keperdataan, dalam praktik hak ini belum sepenuhnya diterima atau diakui 

secara adil dalam masyarakat maupun dalam penerapan hukum di Indonesia. 

ANALISIS MASALAH HUKUM DALAM SENGKETA WARIS 

Pembagian Waris yang Tidak Adil 

Salah satu inti permasalahan dalam sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja 

adalah ketimpangan dalam pembagian aset. Freddy Widjaja, sebagai salah satu ahli waris, 

menerima bagian yang jauh lebih kecil, yaitu Rp 1 miliar, dibandingkan dengan ahli waris 

lain yang secara kolektif menerima Rp 76 miliar. Dalam konteks hukum waris Indonesia, 

ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan yang seharusnya 

diterapkan dalam pembagian warisan. KUHPerdata, yang menjadi dasar hukum waris di 

Indonesia, mengatur bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang adil, terutama jika 

aset yang ditinggalkan pewaris bernilai sangat tinggi (Asyhadie, 2021). 

Dalam Pasal 874 KUHPerdata, keadilan dalam pembagian harta warisan 

ditegaskan dengan memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan kedudukan 

hukumnya. Dalam praktiknya, prinsip ini sering kali tidak diimplementasikan secara 

ideal, terutama dalam kasus keluarga besar atau konglomerat yang melibatkan anak-anak 

dari pernikahan yang berbeda. Dalam konteks ini, pembagian yang tidak merata seperti 

yang terjadi dalam kasus Freddy Widjaja tampaknya melanggar prinsip keadilan 

distributif. Keadaan ini menimbulkan masalah dalam penegakan hak yang adil bagi setiap 

ahli waris dan menunjukkan kelemahan dalam sistem pembagian warisan yang masih 

kaku dalam menghadapi dinamika keluarga modern. 

Keabsahan Surat Wasiat 2008 

Selain isu ketimpangan pembagian aset, Freddy Widjaja juga mempertanyakan 

keabsahan surat wasiat yang dibuat pada tahun 2008 oleh Eka Tjipta Widjaja. Salah satu 

kritik yang disampaikan Freddy adalah bahwa surat wasiat tersebut tidak memberikan 

rincian yang cukup mengenai aset yang akan diwariskan, hanya menyebutkan secara 

umum tanpa merincikan nilai atau bentuk aset yang akan dibagi. Dalam hukum Indonesia, 

ketentuan KUHPerdata Pasal 875 menyatakan bahwa surat wasiat harus memenuhi syarat 

formal dan substantif untuk dapat dianggap sah. Artinya, setiap rincian dalam surat wasiat 

harus jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau sengketa di 

kemudian hari. 
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Surat wasiat yang tidak merinci aset secara detail dapat menimbulkan implikasi 

hukum yang signifikan, terutama terkait potensi pembatalan sebagian atau seluruh wasiat. 

Dalam hal ini, ketidakjelasan mengenai aset warisan menjadi celah bagi ahli waris untuk 

mempertanyakan kehendak pewaris, yang seharusnya dituangkan dengan tegas dalam 

dokumen wasiat. Jika ditemukan bahwa wasiat tersebut memang tidak memenuhi syarat 

kepastian hukum, maka wasiat itu dapat dibatalkan atau ditinjau kembali untuk 

memastikan bahwa pembagian warisannya dilakukan secara adil dan proporsional (Fatah, 

2023). 

Status Freddy sebagai Anak Luar Nikah dan Hak Warisnya 

Status Freddy Widjaja sebagai anak di luar nikah menjadi elemen utama yang 

mempengaruhi klaimnya terhadap harta warisan Eka Tjipta Widjaja. Dalam sistem 

hukum Indonesia, KUHPerdata Pasal 913 mengatur bahwa anak luar nikah memiliki hak 

waris yang terbatas, yang dapat mengakibatkan perbedaan hak yang mereka peroleh 

dibandingkan anak-anak yang lahir dari pernikahan sah. Undang-undang tersebut 

mengakui hak anak luar nikah untuk menerima bagian tertentu dari warisan, tetapi dalam 

jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak sah (Fitra et al., 2022). 

Meskipun demikian, hak anak luar nikah mengalami perkembangan hukum 

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini 

memungkinkan anak luar nikah untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah 

biologisnya, yang mencakup hak untuk mewarisi aset yang ditinggalkan. Implikasi 

putusan ini dalam kasus Freddy Widjaja adalah bahwa ia memiliki dasar hukum yang 

lebih kuat untuk mengklaim hak atas warisan ayahnya. Akan tetapi, implementasi putusan 

MK ini sering kali sulit dalam kasus-kasus dengan konflik internal keluarga besar, 

terutama ketika ahli waris lainnya menolak untuk mengakui hak-hak anak luar nikah 

secara penuh (Hukumonline, 2020). 

PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA HUKUM WARIS 

Dokumen Pembuktian yang Diajukan 

Pembuktian dalam sengketa hukum waris memegang peranan penting, terutama 

ketika menyangkut klaim yang kompleks seperti yang diajukan oleh Freddy Widjaja. 

Dalam kasus ini, Freddy menyampaikan sejumlah dokumen pembuktian yang menjadi 

dasar bagi tuntutannya atas hak waris dari ayahnya, Eka Tjipta Widjaja. Bukti 

dokumenter ini mencakup surat wasiat yang ia anggap tidak merinci aset secara detail 
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serta dokumen yang membuktikan hubungan keperdataannya dengan Eka Tjipta sebagai 

anak. Dokumentasi ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa Freddy berhak atas bagian 

warisan yang lebih besar, meskipun posisinya sebagai anak luar nikah menempatkannya 

dalam situasi yang lebih kompleks. 

Analisis terhadap bukti ini merujuk pada kesesuaiannya dengan KUHPerdata, 

yang mengatur bahwa ahli waris harus memiliki bukti valid untuk mendukung klaimnya. 

Pasal 875 KUHPerdata menegaskan bahwa bukti harus berupa dokumen resmi yang 

diakui secara hukum. Dengan mengajukan dokumen-dokumen ini, Freddy berupaya 

membuktikan bahwa ia memiliki hubungan yang sah secara keperdataan dengan Eka 

Tjipta, meskipun hubungan tersebut lahir di luar ikatan pernikahan. Namun, keabsahan 

dokumen ini bisa diperdebatkan, terutama jika ahli waris lain atau pengadilan 

memandang bahwa bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengesahkan Freddy sebagai 

penerima hak waris yang lebih besar. 

Bukti Historis: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

Selain bukti dokumenter, Freddy mengandalkan bukti historis yang merujuk pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengakui 

bahwa anak luar nikah memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologis mereka, 

terutama dalam hal warisan. Sebelum putusan ini, anak luar nikah di Indonesia umumnya 

hanya memiliki hak waris dari pihak ibu. Namun, dengan adanya keputusan MK ini, hak 

anak luar nikah mendapatkan pengakuan yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk 

menuntut hak waris dari ayah biologis mereka. 

Implikasi dari Putusan MK ini sangat relevan dalam kasus Freddy, karena 

memberikan dasar hukum untuk menuntut haknya dalam warisan Eka Tjipta. Akan tetapi, 

meskipun putusan ini mengakui hak anak luar nikah, penerapannya di pengadilan tetap 

bergantung pada interpretasi hakim. Pengakuan hukum ini tidak otomatis menjamin 

bahwa klaim Freddy akan dikabulkan sepenuhnya, karena pihak lain dalam keluarga 

besar Widjaja mungkin mempertanyakan kekuatan dan relevansi putusan ini dalam 

konteks surat wasiat yang dibuat sebelumnya. 

Tabel 1. Pembuktian dalam Sengketa Hukum Waris 

Jenis Bukti Deskripsi Kesesuaian Hukum Implikasi Hukum 

Dokumen 
Pembuktian 

Surat wasiat dan 
dokumen hubungan 
keperdataan Freddy 
dengan Eka Tjipta 

Sesuai Pasal 875 
KUHPerdata 

Menunjukkan klaim 
keperdataan Freddy 
sebagai ahli waris 
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Bukti Historis 
Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 

Mendukung 
pengakuan anak luar 

nikah dalam hak 
waris 

Memberi dasar 
hukum bagi Freddy 
untuk menuntut hak 

warisnya 
 

PEMBAHASAN 

Perspektif Hukum atas Pembagian Warisan yang Tidak Adil 

Pembagian warisan yang tidak seimbang dalam kasus waris Eka Tjipta Widjaja 

menimbulkan perdebatan mendalam mengenai keadilan dalam konteks hukum waris di 

Indonesia. Freddy Widjaja menerima hanya Rp 1 miliar, sementara ahli waris lainnya 

memperoleh bagian yang jauh lebih besar, yaitu Rp 76 miliar secara kolektif. Prinsip 

keadilan dalam hukum waris, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 874, 

menegaskan bahwa setiap ahli waris berhak menerima bagian sesuai kedudukannya. 

Dalam perspektif hukum internasional, konsep keadilan yang mengacu pada prinsip 

equitable distribution atau distribusi yang seimbang juga sangat relevan dalam konteks 

ini (Purwanti, 2017). 

Pada dasarnya, keadilan dalam hukum waris menuntut adanya kesetaraan dalam 

pembagian aset, meskipun kesetaraan ini juga mempertimbangkan status masing-masing 

ahli waris. Namun, penerapan prinsip ini masih sering terkendala oleh berbagai 

interpretasi yang berfokus pada status hukum anak, termasuk anak di luar nikah (Tirmidzi 

et al., 2022). Dalam hal ini, ketimpangan yang terjadi pada Freddy Widjaja menunjukkan 

perlunya pendekatan yang lebih adil dan akomodatif dalam hukum waris di Indonesia, 

terutama untuk kasus yang melibatkan keluarga besar dengan struktur warisan yang 

kompleks. 

Telaah Terhadap Keabsahan Surat Wasiat 

Keabsahan surat wasiat menjadi aspek yang krusial dalam sengketa ini, mengingat 

surat wasiat yang dibuat oleh Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2008 dianggap kurang 

merinci distribusi aset secara detail. Pasal 875 KUHPerdata menetapkan bahwa surat 

wasiat harus memenuhi syarat formal dan substantif agar sah secara hukum. Artinya, surat 

wasiat harus memuat rincian lengkap mengenai aset dan penerima warisnya untuk 

menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Tanpa rincian yang memadai, surat 

wasiat dapat dianggap tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang diharapkan 

(Hukumonline, 2022b). 
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Analisis terhadap keabsahan surat wasiat dalam kasus ini menunjukkan bahwa 

kurangnya rincian dalam dokumen tersebut berpotensi menjadi dasar hukum bagi Freddy 

untuk mempertanyakan keabsahan wasiat tersebut. Dalam hal ini, ketidakjelasan surat 

wasiat menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan perselisihan, terutama jika 

ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pembagian waris. Jika terbukti bahwa 

wasiat tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan substantif, maka dokumen ini 

dapat dinyatakan batal atau tidak sah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi 

keseluruhan proses distribusi aset dalam keluarga. 

Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Kasus Freddy Widjaja 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan hak kepada 

anak luar nikah untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang 

mencakup hak atas warisan. Dalam konteks kasus Freddy Widjaja, putusan ini 

memperkuat klaim Freddy untuk memperoleh bagian warisan dari ayahnya, meskipun ia 

lahir di luar pernikahan resmi. Sebelumnya, hak anak luar nikah hanya terbatas pada 

hubungan keperdataan dengan ibu, namun putusan MK ini memberikan perubahan 

signifikan terhadap hak-hak anak luar nikah di Indonesia (Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, 2010). 

Namun, pelaksanaan hak ini masih bergantung pada interpretasi pengadilan. 

Meskipun Freddy memiliki dasar hukum dari putusan MK, penerapannya sering kali 

terhambat oleh resistensi sosial dan pengakuan keluarga yang cenderung 

mempertahankan status quo dalam pembagian warisan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

meskipun putusan MK telah membuka jalan bagi anak luar nikah untuk mengklaim hak 

waris, implementasinya dalam kasus-kasus konglomerat seperti ini masih menghadapi 

kendala. 

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan No.301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst menjadi 

putusan penting yang perlu dianalisis dari segi kesesuaian dengan prinsip keadilan. 

Pengadilan harus mempertimbangkan apakah pembagian yang diusulkan atau dilakukan 

telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

2021). Dalam kasus ini, putusan pengadilan tampaknya tidak mempertimbangkan secara 

penuh hak Freddy sebagai anak luar nikah, meskipun secara hukum ia memiliki hak 

keperdataan sebagaimana diatur dalam putusan MK. 



PEMBUKTIAN KASUS HUKUM WARIS DALAM SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN EKA TJIPTA 
WIDJAJA: STUDI KASUS PUTUSAN NO.301/PDT.G/2020/PN JKT.PST 

 

 
 

396        JINU - VOLUME 1, NO. 6, November  2024 

Analisis kritis terhadap putusan ini mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk 

mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih inklusif, terutama dalam konteks 

keluarga besar dengan kepemilikan aset bernilai besar. Pertimbangan hukum yang 

diambil pengadilan dalam kasus ini seharusnya dapat mencerminkan kebutuhan hukum 

yang lebih progresif, yang dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berubah. 

Implikasi Sosial dan Hukum bagi Keluarga dan Hukum Waris di Indonesia 

Kasus ini memiliki dampak sosial dan hukum yang luas bagi masyarakat 

Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum waris Indonesia masih 

belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi hak-hak anak luar nikah secara adil, 

terutama dalam keluarga besar. Kedua, kasus ini mendorong diskusi lebih lanjut 

mengenai perlunya reformasi dalam sistem hukum waris Indonesia untuk memberikan 

perlindungan yang lebih baik bagi setiap ahli waris, tanpa memandang status 

kelahirannya. 

Tabel 2. Pembahasan Aspek dan Implikasi Hukum 

Aspek Deskripsi Implikasi Hukum 

Pembagian Waris yang 
Tidak Adil 

Distribusi tidak seimbang, 
Freddy hanya menerima Rp 1 

miliar. 

Mengancam prinsip keadilan 
dalam KUHPerdata. 

Keabsahan Surat Wasiat 
2008 

Kurang rincian aset, tidak 
memenuhi persyaratan 
formal dan substantif. 

Surat wasiat berpotensi tidak 
sah atau dapat digugat di 

pengadilan. 

Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 

Memberi hak keperdataan 
anak luar nikah untuk 
menuntut hak waris. 

Menguatkan klaim Freddy, 
tetapi penerapannya dalam 
keluarga besar masih sulit. 

Putusan Pengadilan 
No.301/Pdt.G/2020 

Kurang mempertimbangkan 
hak Freddy sebagai anak luar 

nikah. 

Memerlukan evaluasi dari 
segi prinsip keadilan dalam 

pembagian warisan. 

Implikasi Sosial dan 
Hukum 

Menggugah persepsi 
masyarakat tentang keadilan 
dalam hukum waris anak luar 

nikah. 

Menuntut reformasi hukum 
untuk lebih mengakomodasi 
hak waris tanpa diskriminasi. 

 

KESIMPULAN 

Analisis kasus waris keluarga Eka Tjipta Widjaja menunjukkan adanya 

ketidakadilan dalam pembagian warisan, di mana Freddy Widjaja menerima bagian yang 

sangat kecil dibandingkan ahli waris lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar 

mengenai prinsip keadilan dalam hukum waris di Indonesia, yang belum sepenuhnya 

mengakomodasi hak anak luar nikah secara adil. Selain itu, keabsahan surat wasiat tahun 

2008 yang tidak merinci aset dengan jelas menjadi titik sengketa, karena kurangnya 
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rincian ini dapat memengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan. 

Status Freddy sebagai anak di luar nikah juga menunjukkan tantangan hukum, meskipun 

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan hak keperdataan bagi anak luar 

nikah untuk mengklaim hak waris. 

Diperlukan reformasi hukum waris di Indonesia untuk menjamin hak-hak anak 

luar nikah agar dapat lebih setara dengan anak sah, khususnya dalam kasus-kasus dengan 

konflik keluarga besar atau konglomerat. Selain itu, ada kebutuhan untuk memastikan 

bahwa surat wasiat disusun dengan lebih adil dan transparan. Surat wasiat sebaiknya 

merinci aset dan bagian masing-masing ahli waris secara detail untuk menghindari 

kesalahpahaman atau sengketa di masa mendatang. Bagi keluarga konglomerat, penting 

untuk memprioritaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian aset keluarga, dengan 

memperhatikan hak-hak seluruh ahli waris secara seimbang agar setiap pihak merasa 

dihargai dan mendapatkan bagian yang layak. 
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